
S A L I N A N 
 

 

 
 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 94 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu, 

daya guna, dan hasil guna penagihan dan Penagihan 

pajak daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Bagian 

Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus 

Dibayar; 

c. bahwa untuk melaksanakan BAB XIII Tata Cara 

Pembayaran dan Penagihan, dan Surat Tagihan Pajak 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah 

Laut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penagihan dan 

Pemeriksaan Pajak Daerah; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6736); 

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Penagihan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1852); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah 

Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2011 nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2018 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

 

 



4 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENAGIHAN DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut.  

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan 

memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman 

Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat 

Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk 

penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak 

melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang 

dan peraturan daerah. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah 

serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak 

dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur Penagihan atau 

memperingatkan, melaksanakan Seketika dan Sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 

Barang yang telah disita. 

10. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
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berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpaj akan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sej nis, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menj alankan hak 

dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang  undangan perpajakan. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 

(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan 

tanggung j awab untuk melaksanakan Pemeriksaan. 

17. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum 

dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

18. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan 

Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan. 

19. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa. 

20. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil 

Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama. 
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21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 

rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

22. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah 

catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai 

prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan 

yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

23. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk 

Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam 

pelaksanaan Pemeriksaan. 

24. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang 

dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya 

clan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. 

25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 

ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah. 

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada 

Wajib Pajak. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 
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33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan 

34. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah 

surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau 

memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya. 

35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya 

Penagihan Pajak. 

36. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah 

surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj kan dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

37. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat 

pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam 

rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

38. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang 

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan 

untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-

undangan. 

39. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang 

ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan 

usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan 

publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan 

keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak 

lainnya. 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 

optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan 

penagihan pajak daerah merupakan langkah yang tepat untuk 

mencegah kerugian daerah. 

 

BAB II 

PEJABAT DAN TINDAKAN PENAGIHAN 

 

Bagian Kesatu 

Pejabat dan Petugas Penagih Pajak 

 

 Pasal 3 

 

(1) Dalam melaksanakan Penagihan, Bupati menunjuk Pejabat untuk 

melaksanakan Penagihan. 
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(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 

b. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan pada 

Badan Pendapatan Daerah. 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang: 

a. menunjuk dan menetapkan petugas penagih pajak daerah; dan 

b. menerbitkan: 

1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 

2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

3) Surat Paksa; dan 

4) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan 

pajak. 

(4) Petugas Penagih Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bertugas: 

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

b. memberitahu Surat Teguran  dan Surat Peringatan. 

(5) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Tindakan Penagihan Pajak 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap Wajib Pajak membayar Utang Pajak Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan. 

(2) Utang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

objek Pajak Daerah: 

a. pajak hotel; 

b. pajak restoran; 

c. pajak hiburan; 

d. pajak reklame; 

e. pajak penerangan jalan; 

f. pajak air tanah; 

g. pajak parkir; 

h. pajak sarang burung walet; 

i. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

j. pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan; dan 

k. bea perolehan hak tanah dan bangunan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak Daerah yang masih 

harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan 

tindakan penagihan Pajak. 

 

Pasal 5 

 

(1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak 

terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 

Bupati paling lama:  
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a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan  

b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT. 

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus 

dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan 

Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 

keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai 

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Keberatan. 

(4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak 

pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(5) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana 

tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

 

Pasal 6 

 

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilakukan 

dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan 

terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. 

 

Pasal 7 

 

Bupati dapat menerbitkan STPD jika jumlah kekurangan pajak yang 

terutang dalam STPD ditambah dengan administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak 

terutangnya pajak. 

 

Bagian Ketiga 

Surat Teguran dan Surat Peringatan 

 

Pasal 8 

 

(1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah waktu 7 (tujuh) hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak Daerah, dalam hal Wajib 

Pajak tidak melunasi Utang Pajak Daerah tersebut. 

(2) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos; 
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c. melalui surat elektronik; dan 

d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak ada itikad untuk melakukan pembayaran Utang Pajak Daerah, 

maka Pejabat akan menerbitkan Surat Peringatan I dan akan 

diberitahukan langsung oleh Petugas Penagih Pajak 

(4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Surat Peringatan I 

diberitahukan Wajib Pajak tidak melunasi Pajak, maka Pejabat akan 

menerbitkan Surat Peringatan II dan langsung diberitahukan oleh 

Petugas Penagih Pajak. 

(5) Dan apabila Surat Peringatan II tidak ada pelunasan Utang Pajak 

Daerah oleh Wajib Pajak, maka Pejabat akan meminta pendampingan 

kepada Tim Kepatuhan Pajak Daerah untuk melakukan penertiban 

Pajak Daerah.  

 

BAB III 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 9 

 

(1) Sanksi administrastif berupa bunga, denda atau kenaikan yang 

tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

(2) SKPD dan/atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui kolektor dan 

petugas penagih pajak 

(3) SKPD dikeluarkan karena SPOP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh 

Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dikenakan 

sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari 

pokok pajak. 

 

BAB IV 

KEDALUAWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 10 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya 

pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tidak pidana di Bidang 

Perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 



11 
 

Pasal 11 

 

Tim Pendamping dalam hal ini dimaksud dengan Tim Kepatuhan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan: 

a. Pembina I Bupati Tanah Laut; 

b. Pengarah Wakil Bupati Tanah Laut; 

c. Ketua I Sekretaris Daerah; 

d. Ketua II Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut; dan 

e. anggota dari Instansi terkait dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 

 

BAB V 

PEMERIKSAAN 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pemeriksaan 

 

Pasal 12 

 

(1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan 

kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Tim Optimalisasi Pajak Daerah. 

(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

 

Pasal 13 

 

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu atau beberapa, atau seluruh 

jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun 

Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun 

berjalan. 

 

Pasal 14 

 

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dalam 

hal memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak;  

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan 
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bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan 

c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih 

untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. 

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan 

Wajib Pajak yang meliputi:  

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan  

b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak; 

(3) Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor 

dan/atau Pemeriksaan Lapangan. 

(4) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 

dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 

 

Pasal 15 

 

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:  

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;  

b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;  

c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;  

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau  

e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan 

standar Pemeriksaan. 

 

Pasal 16 

 

Proses Penagihan dan Pemeriksaan sampai dengan proses Pelaporan hasil 

penagihan dan pemeriksaan pajak daerah mengikuti Standar Operasional 

Prosedur dari Badan Pendapatan Daerah.  

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 17 

 

Pemeriksa tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan 

telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan 

iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

 

(1) Perubahan Peraturan Bupati akan dilakukan selama 2 (dua) tahun 

apabila terdapat perubahan regulasi peraturan perundang-undangan. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 21 Juli 2022 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 94 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 21 Juli 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 


